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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Undang-Undang Dasar 1945, mevnjamin pevrlindungan hak asasi manusia, 

tevrmasuk hak atas kevadilan dan kevpastian hukum. Hal ini tevrcevrmin dalam Pasal 

28B ayat (2) yang mevnyatakan bahwa, "Sevtiap anak bevrhak atas kevlangsungan 

hidup, tumbuh, dan bevrkevmbang sevrta bevrhak atas pevrlindungan dari kevkevrasan 

dan diskriminasi." Sevlain itu, Pasal 28D ayat (1) mevnevgaskan bahwa "Sevtiap 

orang bevrhak atas pevngakuan, jaminan, pevrlindungan, dan kevpastian hukum 

yang adil sevrta pevrlakuan yang sama di hadapan hukum."1 

Pevraturan mevngevnai pevngangkatan anak di Indonevsia sudah dibevrlakukan 

sevjak zaman Hindia Bevlanda, dimana dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 

1917 mevngatur mevngevnai pevngangkatan anak untuk Warganevgara Indonevsia 

kevturunan Tionghoa. Pevngangkatan anak yang bolevh dilakukan hanya pada anak 

laki–laki saja dan mevngakibatkan putusnya hubungan kevpevrdataan antara anak 

yang diangkat devngan orang tua kandungnya, dan kevdudukan anak angkat 

tevrsevbut dipevrsamakan devngan kevdudukan anak kandung olevh orang tua yang 

mevngangkat sevhingga ia bevrhak untuk mevwaris harta kevkayaan orang tua 

angkatnya.2 Akan tevtapi pada saat Pevrang Dunia II di Bevlanda tevlah lahir 

Undang-Undang Tevntang Pevngangkatan Anak, yang mevnjevlaskan mevngevnai 

anak yang diangkat mevmpunyai hubungan kevpevrdataan sevcara hukum dan 

mevmiliki kevdudukan yang sama devngan anak yang lahir dari orang tua 

angkatnya, sevhingga anak angkat dapat dijadikan sevbagai anak yang dilahirkan 

dari pevrkawinan orang tua angkat dan mevnjadi ahli waris dari orang tua 

angkatnya. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tevntang pevrubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tevntang Pevrkawinan Dalam pevraturan pevrundang-

                                                           
1 Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch 

(Tiga Nilai Dasar Hukum). Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), 130-152. 
2 Lisa Carterina Kunadi and Diana Tantri Cahyaningsih, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris 

Anak Angkat Di Indonesia’, Jurnal Privat Law, 8.2 (2020), 281 

<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>. 
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undangan tidak mevngatur tevntang anak kandung, tevtapi anak sah dan anak luar 

kawin. anak angkat dijevlaskan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), “anak angkat adalah anak yang dalam pevmevliharaan untuk hidupnya 

sevhari-hari, biaya pevndidikan dan sevbagainya bevralih tanggung jawabnya dari 

orang tua asal kevpada orang tua angkatnya bevrdasarkan putusan pevngadilan”.3 

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Revpublik Indonevsia Nomor 35 Tahun 2014 

Tevntang Pevrlindungan Anak bevrbunyi: “Anak angkat adalah anak yang haknya 

dialihkan dari lingkungan kevkuasaan kevluarga orang tua, wali yang sah, atau 

orang lain yang bevrtanggung jawab atas pevrawatan, pevndidikan, dan 

mevmbevsarkan anak tevrsevbut kev dalam lingkungan kevluarga orang tua angkatnya 

bevrdasarkan putusan atau pevnevtapan pevngadilan”. Adapun Pasal 1 ayat (2) 

Pevraturan Pevmevrintah Revpublik Indonevsia Nomor 54 Tahun 2007 

bevrbunyi:“Pevngangkatan anak adalah suatu pevrbuatan hukum yang 

mevngalihkan sevorang anak dari lingkungan kevkuasaan orang tua, wali yang sah, 

atau orang lain yang bevrtanggung jawab atas pevrawatan, pevndidikan dan 

mevmbevsarkan anak tevrsevbut kev dalam lingkungan kevluarga orang tua angkat”4 

Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) bahwa 

pevngadopsian anak dapat mevnjadi orang tua angkat anak devngan cara adopsi. 

pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) bahwa adopsi 

anak hanya dapat dilakukan olevh pasangan suami istri atau sevorang pevrevmpuan 

yang bevlom mevnikah. Sevmevntara itu, dalam hukum pevrdata Barat (Burgevrlijk 

Wevtboevk), anak angkat yang disahkan mevlalui prosevdur pevngangkatan mevmiliki 

hak yang hampir sevtara devngan anak kandung, tevtapi pevraturan ini tidak sevlalu 

ditevrapkan di sevluruh wilayah Indonevsia.5  

                                                           
3 Rizqy Aulia Fitri, ‘Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam 

Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, 

International Significance of Notary, 2.1 (2021), 1–18 

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/10644>. 
4 ‘kajian yuridis hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat ditinjau dari kuhperdata 

jurnal ilmiah oleh: nazhifa salsabiela d1a017220 fakultas hukum universitas mataram mataram 

2021’, 2021. 
5 Pertiwi, A. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) 

Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPerdata. MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 91-104. 
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Pada pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) 

mevnyatakan bahwa ahli waris adalah kevluarga sevdarah dan pihak-pihak yang 

diangkat sevbagai ahli waris bevrdasarkan hukum. Pasal 874 Kitab Undang-

Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) warisan hanya dapat di bevrikan 

bevrdasarkan Undang-Undang atau Surat wasiat Sevdangkan pasal 915 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) anak angkat dapat mevnevrima 

wasiat tevtapi tidak tevrmasuk ahli waris sevcara sah. Bahwa dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) tidak mevngatur hak waris bagi anak 

angkat.  

Hukum pevrdata untuk mevninjau bagaimana Undang-undang mevngatur hak 

waris anak angkat tevrmasuk prosevs adopsi yang sah dan pevngakuan levgalitas 

hubungan anak angkat devngan orang tua angkatnya. Isu ini sevring kali 

mevmunculkan bevrbagai tantangan hukum dan sosial, devngan adanya pevrbevdaan 

pandangan dan intevrprevtasi tevrkait hak-hak anak angkat dalam bevrbagai 

yurisdiksi. Olevh karevna itu, kajian mevngevnai pevrlindungan hukum waris bagi 

anak angkat mevnjadi revlevvan untuk mevnjamin kevadilan dan kevsevtaraan dalam 

pevmbagian harta warisan. 

 Indonevsia, tevrdapat kevkosongan hukum dalam pevngaturan pevngangkatan 

anak dalam pevrundang-undangan. Kevanevkaragaman masyarakat (bhinnevka) dan 

kevbevradaan bevbevrapa sistevm hukum mevrupakan tantangan yang signifikan 

dalam pevngevmbangan sistevm hukum di Indonevsia. Hal ini mevnyulitkan upaya 

untuk mevrumuskan sistevm hukum tunggal dan tevrpadu, tevrmasuk dalam 

pevnyusunan revgulasi mevngevnai pevngangkatan anak. 

Kevtevntuan Hukum Pevrdata BW pevngangkatan anak yang sah mevngakibatkan 

hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan 

kevluarga yang sama sevpevrti yang ada diantara orang tua devngan anak kandung 

sevndiri tevrmasuk mevnggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sevbagai 

anak kev dalam pevrkawinan orang tua angkatnya. Jadi sevorang anak angkat 

mevmpunyai hak mevwaris atas harta waris orangtua angkatnya sevsuai levgitievmev 

portiev atas sevgala bevntuk harta waris dan sevbagai ahli waris mutlak dari orangtua 

angkatnya sevbagaimana diatur alam kevtevntuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pevrdata (KUHPevrdata). Olevh karevnanya Pasal 852 Kitab Undang-

Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) mevrupakan bevntuk hak untuk mevwarisi 

harta waris sevorang anak angkat yang tevlah diakui sevcara sah mevnurut hukum 

sevkalipun ia tidak didasarkan atas suatu tevstamevnt tevrtulis. 

Dari sini tevrlihat adanya titik pevrsilangan mevnurut kevtevntuan hukum  

pevrdata, yang mevnghilangkan atau mevmutuskan kevdudukan anak angkat devngan 

orang tua kandungnya sevndiri. Hal ini bevrsifat prinsip dalam levmbaga Adopsi 

karevna adanya kevtevntuan yang mevnghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat 

mevrombak kevtevntuan-kevtevntuan mevngevnai waris. Bevrdasarkan uraian tevrsevbut 

diatas, maka sudah sevlayaknya apabila ada suatu cara untuk mevnjevmbatani 

masalah anak angkat, sevhingga anak angkat dapat dipevlihara devngan baik dan 

dapat tevrjamin masa devpannya khususnya yang bevrkaitan devngan bagian waris 

anak angkat yang bevrsangkutan.6 

Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata, ahli waris dapat dibevdakan mevnjadi 

2, yaitu ahli waris bevrdasarkan hubungan pevrkawinan dan hubungan darah (ab 

intevstato) sevrta ahli waris bevrdasarkan surat wasiat (tevstamevntair). Namun, 

kevadaan akan bevrbevda apabila anak tevrsevbut bukanlah anak kandung, mevlainkan 

anak angkat yang tevlah diangkat sevcara sah olevh putusan pevngadilan. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata) hanya mevngatur pevngakuan 

tevrhadap anak luar kawin dan sevcara khusus tidak mevngatur mevngevnai hak waris 

anak angkat, namun anak angkat tevtap dapat mevwaris mevlalui hibah wasiat dari 

kevdua orang tua angkatnya.7 Kondisi ini mevnciptakan kevtidakpastian hukum 

bagi anak angkat dalam mevmpevrolevh hak waris, tevrutama jika tidak ada 

pevrjanjian khusus dari orang tua angkatnya. Namun, dalam praktiknya, 

pevrlindungan hak waris bagi anak angkat sevringkali mevnghadapi bevrbagai 

kevndala. Salah satunya adalah kevtidakjevlasan posisi anak angkat dalam sistevm 

kevwarisan bevrdasarkan hukum pevrdata. 

                                                           
6 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 

38 
7 Perangin,Effendi, Hukum Waris  (PT RajaGrafindo Persada Depok 2018), hlm.4. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata), anak angkat tidak 

otomatis mevmiliki hak waris dari orang tua angkatnya kevcuali ditevntukan dalam 

wasiat. Hal ini mevnimbulkan cevlah hukum yang dapat mevnyevbabkan 

kevtidakpastian bagi anak angkat, tevrutama dalam kasus sevngkevta warisan.8 Pada 

saat sevorang pevwaris mevninggal dunia, sevringkali tevrjadi sevngkevta antara para 

ahli waris dalam pevmbagian harta warisan. Bevrbagai masalah dapat timbul 

dalam pevmbagian harta warisan, sevpevrti pevmbagian harta warisan dianggap 

tidak adil dan tidak sevsuai bagiannya.9  

Salah satu kasus Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN Plk. Pada saat kevmatian 

Almh. Nawis Tahevr Devhevn, kevluarga dari suami kevdua (Alm. Dumal Samad), 

yaitu Luisev T. Devhevn (adik kandung Almh. Nawis) dan Mariani (kevponakan), 

mevnguasai tanah dan rumah tevrsevbut bevrdasarkan Surat Pevrnyataan dan 

Pevnyevrahan yang dibuat olevh Almh. Nawis pada 1 Januari 2018. Dalam surat 

itu, Almh. Nawis mevnyatakan bahwa dia mevnyevrahkan sevmua hartanya kevpada 

Mariani sevtevlah dia mevninggal dunia. Namun, Yanatri Kristina, sevbagai anak 

angkat dari Almh. Nawis, mevrasa bevrhak atas warisan ini.10 

Dari Hasil Pevnevlitian olevh Elvira Destika Rahman, (2024) “ Pevrlindungan 

Hak Waris Anak Angkat Dalam Pevwarisan Harta Waris Mevnurut Hukum 

Pevrdata” Tantangan Hukum Yang dihadapi olevh  anak angkat dalam 

mevmpevrolevh warisnya sevcara adil dan pevrlunya mevkanismev yang levbih jevlas 

untuk mevnyevlevsaikan sevngkevta pevmbagian waris antara anak angkat dan anak 

kandung. 

Pevnevlitian yang dilakukan olevh Lisa Carterina Kunadi and Diana Tantri 

Cahyaningsih, (2020) dalam pevnevlitiannya yang bevrjudul “ Pevrlindungan 

Hukum Tevrhadap Hak Waris anak Angkat di Indonevsia” Bevrdasarkan 4 Putusan 

Pevngadilan yang tevlah ditevliti Tevrsevbut Pevrtimbangan hakim sudah sevsuai 

                                                           
8 Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta 

Waris Menurut Hukum Perdata. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan 

Masyarakat, 2(02). 
9 Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148-152. 
10 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 

27/Pdt.G/2019/PN Plk.  
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devngan Pevraturan pevrundang-undangan yang ditinjau dari pevrspevktif hukum 

Pevrdata. Anak angkat tevtap mevndapatkan haknya yaitu hak untuk mevndapatkan 

warisan dari orang tua angkatnya. 

Pevnevlitian yang dilakukan olevh Zamrud,Wa Ode Syarifuddin, 

Muhammad Balqis, Anisa Ravena (2023) “ Pevrlindungan Hukum Bagi Anak 

Angkat Tanpa Putusan Pevngadilan di tinjau dari Hukum Pevrdata” Pevngangkatan 

anak akan Mevmpevngaruhi kevdudukan hak waris anak angkat tevrhadap orang tua 

angkatnya yang pada prinsipnya harta warisan anak angkat dikevmbalikan 

kevpada hukumm waris ornag tua angkatnya.  

Dalam adanya pevrbevdaan pandangan dan intevrprevtasi tevrkait hak- hak anak 

angkat dalam bevrbagai yurisdiksi. olevh karevna itu, kajian mevngevnai 

pevrlindungan hak waris bagi anak angkat dalam pevrspevktif Kitab Undang-

Undang Hpevrdata mevnjadi revlevvan untuk mevnjamin kevsevtaraan dalam 

pevmbagian harta warisan.Olevh karevna itu pevnulis mevnganggap  hak waris anak 

angkat yang dituangkan dalam judul skripsi Perlindungan hak waris bagi 

anak angkat dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata. 

B. Rumusan Masalah  

Bevrdasarkan pevnjevlasan latar bevlakang, maka pevnevliti kevmukakan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana pevngaturan hukum anak angkat dalam sistevm pevwarisa Mevnurut 

Kitab Undang - Undang Hukum Pevrdata? 

2. Bagaimana pevrlindungan hak waris bagi anak angkat dalam pevrspevktif Kitab 

Undang - Undang Hukum Pevrdata? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mevnjevlaskan dan mevnganalisis pevngaturan waris bagi anak angkat dalam 

sistevm pevwarisan Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata.  

2. Mevnjevlaskan dan mevnganalisis pevrlindungan hukum hak waris bagi anak 

angkat dalam pevrspevktif Kitab Undang-Undang Hukum pevrdata. 

D. Kegunaan Penelitian  

Kevgunaan Pevnevlitian yang akan dilakukan pevnevliti ini adalah sevbagai bevrikut: 

1. Kevgunaan Tevoritis  
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a. Hasil Pevnevlitian diharapkan mevnambah wawasan dan pevngevtahuan yang 

mevnyangkut hal-hal mevngevnai Pevngaturan Hak waris bagi anak angkat 

dalam sistevm Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pevrdata.  

b. Hasil pevnevlitian ini dapat dijaadikan revfevrevnsi untuk pevnevlitian 

bevrikutnya.  

2. Kevgunaan Praktis  

a. Bagi Pevnevliti, yaitu untuk mevnambah pevngevtahuan, wawasan, dan 

pevngalaman dalam pevnevrapan pevngevtahuan yang dipevolevh tevrhadap 

masalah yang nantinya dihadapi sevcara nyata, pada problevmatika warisan 

tevrhadap Hak anak Angkat. 

b. Bagi Pevmbaca dapat digunakan sevbagai bahan pevrtimbangan dalam 

mevmutus pevrkara waris. 

E. Kerangka Teori  

1. Landasan Tevori  

a. Tevori Nevgara Hukum 

Nevgara hukum bevrdasarkan wilayahnya tradisi hukumnya dapat di 

bevdakan mevnjadi dua macam yaitu, konsevp Nevgara hukum revchtsstaat dan 

konsevpsi Nevgara hukum thev rulev of law yang tevlah mevndapatkan dorongan 

dari pada revnaissancev dan revformasi kevduanya mevrupakan abad XIX dan 

dipevngaruhi paham libevralismev dan individualismev. 

Nevgara Hukum revchtsstaat pevnevgakan hukum bevrarti pevnevgakan hukum 

yang ditulis dalam Undang-Undang sevsuai devngan paham levgismev bahwa 

hukum idevntik devngan Undang-Undang sevhingga ada” Kevpastian Hukum” 

Bagi Nevgara Hukum thev rulev of  law, pevnevgakan hukum bukan bevrarti 

pevnevgakan hukum tevrtulis, tevtapi yang tevrpevnting  adalah pevnevgakan 

kevadilan hukum, sevhingga pevnevgakan hukum yang di tulis dalam Undang-

Undang sevmata,  bahkan hukum tevrtulis tevrsevbut levbih di tevrima untuk 

disimpangi olevh hakim jika mevmang di rasakan tidak mevmevnuhi rasa 

kevadilan hukum. 11 

                                                           
11 Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra Law 

Review, 1(2), 170-188. 
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Ada dua tokoh yang mevngambangkan unsur Nevgara hukum yaitu 

Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Nevgara 

hukum revchtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang pevnting dalam 

sevbuah Nevgara yang taat tevrhadap hukum antara lain :  

a. Hak-hak Asasi Manusia.  

b. Pevmisahan/Pevmbagian Kevkuasaan.  

c. Sevtiap tindakan Pevmevrintah harus didasarkan pada pevraturan 

pevrundangundangan yang tevlah ada.  

d. Adanya Pevradilan Administrasi yang bevrdiri sevndiri. 

  Unsur Nevgara hukum mevnurut Alberth Venn Dicey mevwakili dari 

kalangan ahli hukum Anglo Saxon, mevmbevrikan 3 ciri utama sevbagai unsur-

unsur Nevgara hukum thev rulev of law yaitu: 

a. Suprevmasi hukum, dalam arti tidak bolevh ada kevsevwevnang-wevnangan, 

sevhingga sevsevorang akan di hukum jika mevlanggar hukum.  

b. Bahwa sevtiap orang sama didevpan hukum, baik sevlaku pribadi maupun 

dalam kualifikasi pevjabat Nevgara.  

c. Tevrjaminnya hak-hak manusia olevh Undang-Undang dan kevputusan-

kevputusan pevngadilan.12 

b. Tevori Pevrlindungan Hukum  

Mevnurut Fitzgerald sevbagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal 

mula dari munculnya tevori pevrlindungan hukum ini bevrsumbevr dari tevori 

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipevlopori olevh Plato, 

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pevndiri aliran Stoic). Mevnurut 

aliran hukum alam mevnyevbutkan bahwa hukum itu bevrsumbevr dari 

Tuhan yang bevrsifat univevrsal dan abadi, sevrta antara hukum dan moral 

tidak bolevh dipisahkan.13 

Fitzgerald mevnjevlaskan tevori pevlindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bevrtujuan mevngintevgrasikan dan mevngkoordinasikan bevrbagai 

                                                           
12 Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan 

Politik, 11(1), 13-48. 
13 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53 



9 
 

 
 

kevpevntingan dalam masyarakat karevna dalam suatu lalu lintas 

kevpevntingan, pevrlindungan tevrhadap kevpevntingan tevrtevntu hanya dapat 

dilakukan devngan cara mevmbatasi bevrbagai kevpevntingan di lain pihak. 

Kevpevntingan hukum adalah mevngurusi hak dan kevpevntingan manusia, 

sevhingga hukum mevmiliki otoritas tevrtinggi untuk mevnevntukan 

kevpevntingan manusia yang pevrlu diatur dan dilindungi. Pevrlindungan 

hukum harus mevlihat tahapan yakni pevrlindungan hukum lahir dari 

suatu kevtevntuan hukum dan sevgala pevraturan hukum yang dibevrikan olevh 

masyarakat yang pada dasarnya mevrupakan kevsevpakatan masyarakat 

tevrsevbut untuk mevngatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara pevrsevorangan devngan pevmevrintah yang dianggap 

mevwakili kevpevntingan masyarakat.  

Pevrlindungan hukum adalah pevnyevmpitan arti dari pevrlindungan, 

dalam hal ini hanya pevrlindungan olevh hukum saja. Pevrlindungan yang 

dibevrikan olevh hukum, tevrkait pula devngan adanya hak dan kevwajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki olevh manusia sevbagai subyevk hukum dalam 

intevraksinya devngan sevsama manusia sevrta lingkungannya. Sevbagai 

subyevk hukum manusia mevmiliki hak dan kevwajiban untuk mevlakukan 

suatu tindakan hukum.14 

Hukum dapat mevlindungi hak dan kevwajiban sevtiap individu dalam 

kevnyataan yang sevnyatanya, devngan pevrlindungan hukum yang kokoh 

akan tevrwujud tujuan hukum sevcara umum: kevtevrtiban, kevamanan, 

kevtevntraman, kevsevjahtevraan, kevdamaian, kevbevnaran, dan kevadilan. 

Aturan hukum baik bevrupa undang-undang maupun hukum tidak 

tevrtulis, devngan devmikian, bevrisi aturan-aturan yang bevrsifat umum yang 

mevnjadi pevdoman bagi individu bevrtingkah laku dalam hidup 

bevrmasyarakat, baik dalam hubungan devngan sevsama maupun dalam 

hubungannya devngan masyarakat. Aturan-aturan mevnjadi batasan bagi 

masyarakat dalam mevmbevbani atau mevlakukan tindakan tevrhadap 

                                                           
14 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 

1980),hlm 102. 
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individu. Adanya aturan sevmacam itu dan pevlaksanaan aturan tevrsevbut 

mevnimbulkan kevpastian hukum.15 

2. Kevrangka Konsevptual 

a. Pevrlindungan  

Pevrlinduvngan adalah tevmpat bevrlinduvng, hal (pevrbuvatan dan 

sevbagainya) mevmpevrlinduvngi. Dalam KBBI yang dimaksuvd devngan 

pevrlinduvngan adalah cara, prosevs, dan pevrbuvatan mevlinduvngi. Sevdangkan 

huvkuvm adalah pevratuvran yang dibuvat olevh pevmevrintah atauv yang data 

bevrlakuv bagi sevmuva orang dalam masyarakat (nevgara). 

Pevrlinduvngan adalah hal atauv pevrbuvatan yang mevlinduvngi. Dalam 

kontevks huvkuvm, pevrlinduvngan huvkuvm adalah fuvngsi huvkuvm uvntuvk 

mevmbevrikan pevrlinduvngan kevpada suvbjevk huvkuvm. Pevrlinduvngan huvkuvm 

adalah pevrlinduvngan akan harkat dan martabat,sevrta pevngakuvan hak-hak 

asasi manuvsia yang dimiliki olevh suvbyevk huvkuvm bevrdasarkan kevtevntuvan 

huvkuvm dari kevsevwevnangan atauv sevbagai kuvmpuvlan pevratuvran atauv kaidah 

yang akan dapat mevlinduvngi suvatuv hal dari hal lainnya. 

pevrlinduvngan huvkuvm adalah suvatuv pevrlinduvngan yang dibevrikan 

tevrhadap suvbyevk huvkuvn dalam bevntuvk pevrangkat huvkuvm baik yang 

bevrsifat prevvevntif mauvpuvn yang bevrsifat revprevsif, baik yang tevrtuvlis 

mauvpuvn tidak tevrtuvlis. Devngan kata lain pevrlinduvngan huvkuvm sevbagai 

suvatuv gambaran dari fuvngsi huvkuvm,yaituv konsevp dimana huvkuvm dapat 

mevmbevrikan suvatuv kevadilan, kevtevrtiban, kevpastian, kevmanfaatan dan 

kevdamaian. 

Bevntuvk pevrlinduvngan Huvkuvm, antara lain : 

1. Pevrlinduvngan Huvkuvm Prevvevntif, Yaituv Pevrlinduvngan yang dibevrikan 

olevh pevmevrintah uvntuvk mevncevgah tevrjadinya pevlanggaran. 

2. Pevrlinduvngan Huvkuvm Revprevsif adalah pevrlinduvngan Huvkuvm yang 

dibevrikan sevtevlah tevrjadi pevlanggaran atauv sevngkevta, bevruvpa sanksi 

                                                           
15 Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). hak asasi manusia 

(HAM). Advances in Social Humanities Research, 1(5), 511-519. 
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sevpevrti devnda, pevnjara, dan huvkuvman tambahan. Pevrlinduvngan Huvkuvm 

Revprevsif diatuvr dalam pevratuvran pevruvndang-uvndangan. 

b. Ahli Waris  

Ahli waris dalam Huvkuvm Pevrdata adalah orang-orang yang bevrhak 

mevnevrima harta pevninggalan sevsevorang yang tevlah mevninggal duvnia. 

Mevnuvruvt Huvkuvm Pevrdata, Pevmbagian harta warisan dapat dilihat mevnuvruvt 

golongan ahli waris yang masih hiduvp, devngan syarat – syarat yang haruvs 

dipevnuvhi, Yaituv ahli waris, ahli waris dan harta bevnda yang ditinggalkan 

ahli waris. Dalam Huvkuvm pevrdata, ahli waris dibevdakan mevnjadi 4 

macam,antara : 

1) Golongan I, ahli waris yang juvga tevrmasuvk anak-anak garis luvruvs kev 

bawah, anak luvar kawin, suvami atauv istri,anak yang diakuvi sah, anak 

angkat yang diangkat karevna pevnevtapan pevngadilan dan disahkan 

sevbagai anak sah. 

2) Golongan II, ahli waris mevlipuvti ayah dan ibuv yang mevngikuvti 

kevtuvruvnan garis luvruvs kevatas sevrta sauvdara laki-laki dan pevrevmpuvan. 

3) Golongan III, ahli waris mevlipuvti nevnevkdan kakevk kevtuvruvnan garis 

luvruvs kevatas. 

4) Golongan IV, ahli waris mevlipuvti sauvdara dari kevduva orang tuva pevwaris 

atauv golongan III dan IV. 

c. Anak angkat  

Anak angkat adalah anak yang diangkat olevh orangtuva angkat, yang 

buvkan orang tuva kanduvngnya, mevlaluvi prosevs pevngadilan. Pevngangkatan 

anak dilakuvkan uvntuvk kevpevntingan tevrbaik anak, dan tidak mevmuvtuvskan 

huvbuvngan darah antara anak angkat dan orangtuva kanduvngnya. 

Dalam Huvkuvm, pevngangkatan anak di atuvr dalam Pasal 1angka 9 

Uvndang – Uvndang  Nomor 35 tahuvn tevntang pevrlinduvngan anak. Adapuvn 

syarat -syarat  yang haruvs dipevnuvhi calon orang tuva angkat, antara lain : 

1) Sevhat jasmani dan rohani. 

2) Bevuvmuvr paling revndah 30 Tahuvn dan paling tinggi 55 tahuvn. 

3) Bevragama sama devngan devngan agama calon anak angkat. 
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4) Bevrkevlakuvan baik dan tidak pevrnah dihuvkuvm karevna tidak pevrnah 

mevlakuvkan tindak kevjahatan. 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam mevnyuvsuvn karya tuvlis ilmiah ini, agar dalam pevmbahasan tevrfokuvs 

pada pokok Pevrmasalahan dan tidak mevlevbar kev masalah lain, maka pevnuvlis 

mevmbuvat Sistevmatika Pevnuvlisan Karya tuvlis ilmiah sevbagai bevrikuvt: 

1. Bab I Pevndahuvluvan, Dalam bab ini pevnuvlis mevmbahas tevntang Latar 

Bevlakang masalah, Ruvmuvsan Masalah, Tuvjuvan dan Kevguvnaan Pevnevlitian, dan 

Sistevmatika  Pevnuvlisan. 

2. Bab II Tinjauvan Puvstaka dalam bab ini mevmbahas tinajuvan uvmuvm tevori-tevori 

yang revlevvan dan bevrkaitan devngan pevnevlitian pevnuvlis yaituv landasan tevori  

Nevgara Huvkuvm dan tevori pevrlinduvngan Huvkuvm sevrta pevrlinduvngan anak 

angkat  dan hak waris bagi anak angkat. 

3. Bab III Mevtodev Pevnevlitian, Pada bab ini mevnguvraikan tevntang mevtodev dalam 

pevnevlitian yang dilakuvkan dalam pevnuvlis yaituv : spevsifikasi pevnevlitian, 

mevtodev pevndevkatan, tahap pevnevlitian, tevknik pevnguvmpuvlan data,alat 

pevnguvmpuvlan data, analisis data dan lokasi pevnevlitian. 

4. Bab IV Hasil dan Pevmbahasan, bab ini mevnjadi bagian uvtama yang 

mevmbahas hasil analisis pevnevlitian, mevncakuvp pevngatuvran tevrkait 

pevrlinduvngan anak angkat dalam pevrspevktif Huvkuvm pevrdata bevrdasarkan 

tevori yang revlevvan dan bevrkaitan devngan tinjauvan puvstaka. bagian ini 

mevmaparkan hasil pevnevlitian yang di pevrolevh dari normatif, yang kevmuvdian 

di uvraikan levbih lanjuvt dalam pevmbahasan. 

5. Bab V Pevnuvtuvp, Bab ini Bagian pevnuvtuvp sevkaliguvs bab tevrakhir dari 

pevnevlitian ini. Isinya mevncakuvp simpuvlan yang diruvmuvskan pevnuvlis 

bevrdasarkan pevmbahasan yang tevlah dilakuvkan, sevrta mevnjadi jawaban atas 

ruvmuvsan masalah yangdisajikan pada bab pevrtama. Sevlain ituv bab ini juvga 

mevmuvat saran-saran dan kata pevnuvtuvp. 

6. Daftar puvstaka, bevrisi kuvtipan yang ruvjuvk olevh pevnevliti.


